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Andi Syamsul Kahar, Effect of Implementation of Government Regulation
No. 46 of 2013 on the Effectiveness of Final PPH Receipt for Umkm
Taxpayers at the Pratama Makassar South Tax Office (supervised by
Fadliah Nasaruddin, Darwis Lannai). Micro, Small and Medium
Enterprises (MSMEs) are the largest group of economic actors in the
Indonesian economy and have proven to be the safety valve of the national
economy in times of crisis, as well as being a dynamic economic growth
post-economic crisis. In addition to being the largest business sector
contributing to national development, MSMEs also create considerable
employment opportunities for domestic workers, so it greatly helps efforts
to reduce unemployment. In the definition of small and medium
enterprises that vary, there are at least two aspects, namely aspects of labor
absorption and aspects of grouping companies in terms of the number of
workers absorbed in the group / group of companies. The empirical facts
in this study, especially for certain Gross Income Taxpayers (MSMEs), as
stipulated in PP 46 of 2013, at the Pratama South Makassar KPP, have
positive growth rates and contributions. Meanwhile, one of the impacts of
PP-46/2013 is the new compulsory netting in realizing tax extensification
in South Makassar KPP Pratama, one of the developments in the efforts to
extend taxpayers in the MSME sector as stipulated in the PP-46 scheme.
By looking at the level of development and growth as well as the
contribution of PP-46 taxpayer SMEs in the South Makassar Pratama KPP
mentioned above, in general MSMEs in the national economy have a role:
(1) as the main actors in economic activity, (2) the largest provider of
employment (3) important players in the development of the local
economy and community empowerment, (4) the creator of new markets
and sources of innovation, and (5) their contribution to the balance of
payments. Therefore empowerment must be carried out in a structured and
sustainable manner, with the direction of increasing productivity and
competitiveness, as well as fostering powerful new entrepreneurs.
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PENDAHULUAN

Pemungutan pajak dari sektor UMKM memiliki alasan yang logis mengingat potensi pajak
sektor ini dinilai sangat besar. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun
2006 - 2012 jumlah UMKM mencapai 55.856.176 atau 99% dari total unit usaha di
Indonesia dan memiliki kontribusi 57% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB)
nasional yang mencapai Rp 9.380 triliun. Namun, menurut data DirJend Pajak tahun 2009
jumlah penerimaan pajak dari sektor ini hanya Rp 2,8 triliun atau sebesar 0,5% dari total
penerimaan. Dengan tarif efektif 1% dari omset, maka potensi penerimaan pajak dari
UMKM sekitar Rp 30,80 triliun. Penerapan PPh final PP 46/2013 merupakan aplikasi dari
model presumptive regime dalam perpajakan, yaitu suatu bentuk pendekatan pengenaan
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pajak yang diterapkan dalam ekonomi dimana pelakunya masih memiliki keterbatasan
kemampuan administrasi dan pembukuan.

Dengan berlakunya PP 46 ini, maka penghitungan PPh terutang tidak menggunakan dasar
pembukuan (book keeping) tetapi cukup mendasarkan pada catatan omset (record keeping)
setiap bulan sehingga Wajib Pajak juga tidak diharuskan lagi membayar angsuran pajak
(PPh pasal 25 UU PPh).

Atas fenomena gap inilah maka Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan
memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di
sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan
ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk
domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini
dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif
bagi pemasukan kas negara.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang usaha mikro merupakan
usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha. Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) itu sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional,
yang untuk omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-
perusahaan besar.

UMKM juga selain memberikan kontribusi PBD sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan
tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI
dan BI tahun 2015). Tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin (Kamar Dagang Indonesia),
kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi
60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari
96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. UMKM juga telah terbukti tidak
terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya
UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan,
pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat
terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.
Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah
tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau
99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.

Bertolak pada begitu banyak dan kuatnya sektor UMKM, pemerintah mulai berupaya
meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendorong kontribusi penerimaan
Negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan tersebut adalah kebijakan tentang pengenaan
pajak 1% bagi UMKM vyang diperkirakan akan mempunyai dampak luar biasa bagi
penerimaan pajak. Dari peraturan yang ada maka UMKM itu sendiri dituntut untuk
memiliki NPWP, dengan begitu seluruh aktivitas ekonomi UMKM bakal terpantau oleh
Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan tarif yang kecil tersebut dan dengan terpantaunya
peraturan tersebut oleh DJP maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima
Negara melalui sektor pajak yang ada.

Dengan jumlah UMKM yang ada diharapkan penerimaan pajak penghasilan atas UMKM di
Kota Makassar khususnya KPP Pratama Makassar selatan akan memberikan dampak positif
terhadap keuangan pemerintah khususnya pada bidang perpajakan dan juga dapat
memberikan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang ada nantinya.
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RUMUSAN MASALAH

Apakah penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 memberikan efek
terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di KPP Makassar Selatan ?
Apakah Kontribusi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah terhadap memberikan efek
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 di KPP Makassar selatan ?
Apakah Penerimaan Pajak sehubungan dengan penerapan PP-46 di KPP Makassar
Selatan sudah efektif ?

KAJIAN TEORI
Definisi Pajak

Definisi pajak yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadiatau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya
kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Edwin R. A. Seligman dalam Essay in Taxation yang diterbitkan
di Amerika menyatakan: “Tax is compulsory contribution from the person, to the
government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference
to special benefit conferred”. Dari definis di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang
ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada
seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan
manfaatnya kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, (1990:5) menyatakan bahwa “Pajak adalah
iurankepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo (2011:3) menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya
dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh

pemerintah.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Hw

Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di
dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk
membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan
dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk
mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiataan
perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik ,
subsidi, dan operasional negara itu sendiri.

Sistem perpajakan nasional merupakan refleksi dari nilai-nilai bangsa dan nilai yang
dipegang oleh pihak yang memang kekuasaan politik. Untuk menciptakan sistem
perpajakan, sebuah bangsa harus membuat pilihan terkait distribusi beban pajak — siapa
yang akan membayar pajak dan seberapa banyak mereka harus membayar — dan bagaimana
pajak yang telah dipungut kemudian dibelanjakan. Dalam sistem demokrasi di mana rakyat
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memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem perpajakan,
pilihan rakyat menunjukkan jenis komunitas yang ingin diciptakan oleh rakyat. Pada negara
yang rakyat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem perpajakan, sistem
perpajakan merupakan refleksi dari nilai-nilai dari pihak yang berkuasa

Pandangan anti-pajak paling ekstrem adalah anarki-kapitalisme di mana setiap pelayanan
publlik harus secara suka rela dibiayai oleh orang yang menggunakannya. Beberapa jenis
fungsi pajak antara lain:

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan
pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan
pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawali,
belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan,
uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi
pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan
sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama
diharapkan dari sektor pajak.

b.  Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan
fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya
dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,
diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi
produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk
luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa
dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat.

Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat
akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan
berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka
pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:
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Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan
dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam
pelaksanaannya. Contohnya:

Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak

Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya
pelanggaran.

Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat
untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

e Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus
dijamin kelancarannya

e Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum

e Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi
perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak
jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha
masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan.
Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak
tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk
dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam
pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak.
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak
yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak
untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem
pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Asas pemungutan

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli:

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan
tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

Adam Smith, pencetus teori The Four Maxims

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The
Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

5


https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Biaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://id.wikipedia.org/wiki/Wealth_of_Nations

Kahar (2019) / Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis 3(2) 1-12

Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan
pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib
pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU,
sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas
kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling
baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak
menerima hadiah.

Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan
sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil
pemungutan pajak.

Teori pemungutan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (2001:15) ada beberapa teori yang mendasari adanya
pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayarn pajak seperti pembayarn premi dalam perjanjian
asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Negara dalam
melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi keselamatan dan harta benda warga
negaranya. Teori ini banyak ditentang karena Negara tidak boleh disamkan dengan
perusahaan asuransi

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing
warga Negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi
tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Beban Pajak yang dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang.
Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) Unsur objektif, dilihat
dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) Unsur subjektif,
dengan memperhatikan besarnya kebutuha materiil yang harus dipenuhi.

4, Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran
pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar ekadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak
berarti menarik daya beli darirumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara.
Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh
masyarakat lebih diutamakan.
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Definisi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Definisi Usaha Mikro menurut Kementrian Koperasi adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan
sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang
dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang
demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta
kesatuan ekonomi nasional.

Model Perpajakan UMKM

Secara umum, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam Model pemajakan UMKM
dibagi dalam dua kelompok besar, sebagaimana ditunjukkan pada gambar I1.1. Kelompok
pertama adalah sistem standard regime dan kedua sistem presumptive regime. Dalam
standard regime, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian
terdapat beberapa negara yang menerapkan standard regime dengan penyederhanaan
formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara
yang menerapkan standard regime untuk UMKM pada umumnya adalah negara-negara
maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan
mempunyai kemampuan book-keeping yang memadai. Sementara itu, dalam model
presumptive regime, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib
Pajak. Presumtive regime biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar
pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki (“hard to tax”), dan sumber daya
adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak
memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif
oleh pemerintah.

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja
untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya
adalah pedagang kaki lima

2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum
memiliki sifat kewirausahaan

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan
dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan
dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
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PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Makassar
Selatan.

Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh DJP pasti memiliki beberapa pertimbangan
begitupun PP 46 Tahun 2013. Pertimbangan dalam menerbitkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Sederhana dalam memungut pajak.

Pada aturan sebelumnya, Wajib Pajak sangat kesulitan dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, dikarenakan aturan yang sangat beragam dan rumit. Sehingga beberapa
lapisan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan pajak menjadi enggan untuk
melaksanakan kewajibannya. Akhirnya DJP merumuskan penerapan kebijakan PP 46 Tahun
2013 yang mudah dan sederhana agar seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan
penyetoran pajak dengan baik tanpa kesulitan dan penerimaan pajak yag dikumpulkan bisa
meningkat.

2. Beban administrasi bagi Wajib Pajak serta DJP berkurang.

PP 46Tahun 2013 adalah aturan yang dibuat dengan sederhana, dengan harapan beban
administrasi baik bagi Wajib Pajak dan DJP bisa berkurang. Berkurangnya beban
administrasi bagi Wajib Pajak meliputi beban dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya baik materil maupun tindakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak dapat berkurang dengan kemudahan perhitungan yang didasarkan pada peredaran
bruto bukan lagi dari laba bersih yang diterima Wajib Pajak, kemudahan penyetoran pajak
melalui ATM dan e-billing serta peniadaan kewajiban pelaporan SPT untuk Wajib Pajak
yang telah menyetor pajak serta SSPnya telah diberikan validasi NTPN. Sehingga Wajib
Pajak lebih mudah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daripada sebelumnya.
Sedangkan berkurangnya beban administrasi bagi DJP yaitu pembinaan, penggalian potensi
dan pengawasan kepatuhan yang lebih mudah. Hal ini dapat tercermin melalui analisa
kontinuitas pembayaran masa pajak di MPN serta membandingkan omzet Wajib Pajak
dengan kategori usaha sejenis. Apabila terdapat data yang ganjil maupun omzet yang jauh
perbedaannya, maka fiskus akan menerbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk
memperoleh Klarifikasi atau penjelasan mengenai data tersebut.

3. Memperhatikan keadaan ekonomi serta moneter.

Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya sangat didominasi oleh sektor UMKM,
sehingga dengan jumlah yang sangat besar perekonomian Indonesia bergantung pada sektor
UMKM. Akan tetapi, kontribusinya terhadap pajak tidak seimbang dengan kontribusi
UMKM terhadap ekonomi. Kesenjangan antara pajak serta perekonomian tersebut akhirnya
dijadikan pertimbangan DJP dalam menerbitkan kebijakan pajak baru yang mampu
menjaring sektor yang belum optimal dalam pembayaran pajaknya

Berdasarkan data dari KPP Paratama makassar selatan, secara jelas menggambarkan bahwa
peningkatan pembayaran pph final sesuai dengan PP 46 2013 bagi usaha kecil menengah
(UMKM) di wilayaha KPP Pratama Makassar Selatan selama tahun 2013 dimulai pada
bulan agustus dengan pemasukan sebesar Rp.362.184.363 atau 13,16% dari total pemasukan
di tahun 2013, sebesar Rp.2.750.943.512. Sementara pemasukan tertinggi selama tahun
2013 terjadi pada bulan Desember 2013 yaitu sebesar Rp.895.971.322 atau 3,25% dari total
pemasukan di tahun 2013.

Sementara itu penerimaan PPh final selain dari wajib pajak yang memenuhi ketentuan PP-
46 tahun 2013, sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut diatas, menegaskan bahwa
penerimaan PPh final selama tahun 2013 mengalami peningkatan selama dua bulan yaitu
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pada bulan september sebesar Rp. 13,127,797,721, dan bulan desember sebesar
Rp.36,691,643,265 Dari total penerimaan sebesar Rp.81,235,578,293.

Analisis Dampak PPh Final bagi WP UMKM sesuai PP 46 Terhadap PPh Final pasal
4 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan kebijakan
pajak baru yang ditujukan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8
Milyar dengan tarif 1% dan bersifat final. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan
PP 46 Tahun 2013 dan kontribusi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) di KPP Pratama
Makassar Selatan.

Realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 dan PPh Pasal 4 ayat (2) mengalami fluktuasi sejak
tahun 2003. Dengan adanya peningkatan ini maka secara keseluruhan pelaksanaan PP-46 di
KPP Pratama Makassar Selatan, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini merupakan
keberhasilan pegawai pajak dalam memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak melalui
berbagai media.

Analisis Pertumbuhan WP UMKM sesuai PP 46 Terhadap PPh Final.

Ketentuan PP 46/2013 memang secara eksplisit tidak menyebutkan sektor manasaja yang
secara spesifik menjadi sasaran pemajakanya, namun dari batasan peredaran bruto mengarah
pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Batas peredaan Rp 4,8 miliar tersebut
sesuai dengan Pasal 6 UU No. 20/ 2008 tentang UMKM. Untuk mendukung penerapan PP
46/2013, pemerintah telah menetapkan PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Batas
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku sejak 1 Januari 2014.
Dengan PMK ini pengusaha kecil (UMKM) semakin dimudahkan karena tidak diharuskan
lagi untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Dengan demikian, seluruh UMKM
baik yang bergerak dibidang industri/ manufaktur, jasa maupun perdagangan tidak perlu
membuat faktur pajak dan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN., “PMK
No. 197/2013 ini diterbitkan untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp
4,8 miliar setahun, lebih banyak berpartisipasi menggunakan skema penghitungan PPh final
PP 46/2013”. Dengan berbagai kesederhanaan dan kemudahan ini, diharapkan biaya
kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.., (Chandra Budi)

Sebelum terbitnya PP 46/ 2013, telah diterapkan model standard regime dengan kemudahan
dan fasilitas tertentu (simplified/ reduced rate), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2)
UU PPh, vyaitu Wajib Pajak Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yang peredaran brutonya sampai dengan Rp4,8M dalam setahun pajak diperkenankan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Sedangkan untuk WP Badan
diberlakukan reduced rate, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan
dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50M dalam satu tahun pajak
mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Pada
model standard regime, Wajib Pajak dituntut melakukan pembukuan atau menyusun
laporan keuangan. Hal ini dapat menimbulkan tingginya biaya kepatuhan (cost of
compliance) dan berdampak pada rendahnya tingkat compliance. UMKM yang berniat
mentaati peraturan menjadi terhambat, karena untuk mentaati ketentuan perpajakan adalah
di atas kemampuan mereka. Oleh sebab itu perlu adanya design pemajakan khusus, dengan
tujuan dapat meminimalisir cost of compliance (Ibrahim_PKPN, 2013).

Untuk memberikan petunjuk dalam penerapan PPh final 46/2013 pemerintah telah
mengeluarkan PMK No.107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran Dan
Pelaporanya. Sesuai petunjuk PMK ini, Penghitungan PPh final terutang menggunakan tarif
flat, yaitu tarif tunggal dikalikan dengan peredaran bruto. Tarif pajak yang dikenakan PPh
final PP 46/2013 adalah sebesar 1% yang didasarkan pada omset bulanan untuk setiap
tempat kegiatan. Keunggulan pengenaan tarif flat adalah kesederhanaan dalam
penghitungan PPh, sehingga lebih efisien baik bagi wajib pajak dan biaya pemungutan (cost
9
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of collecton) bagi pemerintah juga lebih rendah. Sedangkan kelemahannya kurang adil,
karena tarif pajaknya yang sama besar (equal for the equals). Pembayaran PPh menurut PP
46/2013 seperti halnya ketentuan didalam pasal 4 ayat 2 UU PPh yaitu bersifat final yang
berarti langsung selesai, sehingga tidak bisa dikreditkan lagi. Selain bersifat final, skema
penghitungan dalam PPh final ini juga tidak mengenal rugi. Artinya, kegiatan usaha dalam
keadaan untung maupun merugi wajib pajak tetap dikenakan pajak penghasilan menurut PP
ini.
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